3 BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KERAWANAN PILKADA 2020
JELANG PUNGUT HITUNG




SEGALA HAL YANG MENGGANGGU
ATAU MENGHAMBAT PROSES PEMILU
YANG DEMOKRATIS

Alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri,
karakteristik, dan kategori kerawanan

Alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi, dan
deteksi dini



KONTEKS SOSIAL PEMILU YANG KONTESTASI PARTISIPASI
DAN POLITIK BEBAS DAN ADIL

Keamanan, Otoritas Hak Pilih, Pelaksanaan Praktik Politik Uang. Partisipasi Pemilih,
Penyelenggara Pemilu, Pemungutan Suara, Partisipasi Partai Politik,
Relasi Kuasa di Tingkat Pengawasan Pemilu. Partisipasi Publik.

Lokal.




KONTEKS PILKADA
DI TENGAH PANDEMI




INDIKATOR KERAWANAN

PANDEMI COVID19




PROVINSI RAWAN TINGGI
ASPEK PANDEMI COVID19

PROVINSI (PILGUB)
RAWAN TINGGI :
9 PROVINSI




KERAWANAN KAB/KOTA
ASPEK PANDEMI COVID19

10 KAB/KOTA DENGAN
KERAWANAN TERTINGGI

Kabupaten/Kota (Pilbup/Pilwali)

Rawan tinggi  : 62 kabupaten/kota
Rawan sedang : 199 kabupaten/kota
Rawan rendah : -



IKP PILKADA 2020
KABUPATEN/KOTA
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10 KAB/KOTA
DENGAN IKP PILKADA 2020
TERTINGGI

_ _ KAB. MANOKWARI

...H,,...::-._,*:J SEEmE . : ; . KOTA SUNGAI PENUH
i KOTA TERNATE

KAB. KENDZ




KONTEKS
SOSIAL POLITIK

10 KAB/KOTA
DENGAN KERAWANAN TERTINGGI
BERDASARKAN DIMENSI

PENYEL
PEMILUB

wari 88.01 Kota Tangerang Selatan 82.74 Kah. Kc
69.87 Kota Bukittinggi 1{:¥:
69.45 Kota SungaiPe

dMd




IKP PILKADA 2020

PROVINSI
MUTAKHIR
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Jambi

Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sulawesi Tengah
Bengkulu
Kalimantan Selatan
Kepulauan Riau
Kalimantan Tengah

Kalimantan Utara

92.48
89.63
83.35
78.38
68.54
68.05
66.90
63.05
61.12

RANKING KERAWANAN PROVINSI
BERDASARKAN DIMENSI

Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Jambi

Sulawesi Tengah
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Bengkulu
Kalimantan Utara

Kepulauan Riau

86.87
79.15

713.51

71.38
69.39
69.38
66.25
65.25
60.53

Sumatera Barat
Bengkulu

Sulawesi Utara
Kalimantan Selatan
Sulawesi Tengah
Kepulauan Riau
Jambi

Kalimantan Tengah

Kalimantan Utara

91.27
84.73
80.60
71.86
71.44
66.43
64.62
60.00
55.98

Sumatera Barat
Sulawesi Utara
Kalimantan Tengah
Bengkulu

Jambi

Kalimantan Selatan
Sulawesi Tengah
Kalimantan Utara

Kepulauan Riau

100.00
95.55
93.60
88.27
87.84
8711

85.22
83.20
1794
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HAK PILIH

KAB.NIAS
KOTA MEDAN
KAB. BANDUNG
KAB. PURWOREJO
KAB. DEMAK
KAB. TUBAN
KAB. PASER
KOTA MAKASSAR
KAB. BURU SELATAN

KAB. NUNUKAN
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PENOLAKAN PILKADA
KARENA COVID19

ANG SELATAN
AWANG
RANG

GAN
NGAH
RAT

U



Tingoi I I8

POLITIK UANG
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KAB. BOLAANG MONGONDOW
SELATAN

KAB. MAMUJU TENGAH
KAB. MAROS
KAB. AGAM
KAB. BANDUNG
KAB. INDRAMAYU
KAB. LAMONGAN
KAB. BANYUWANGI
AB. BONE BOLANGO



JARINGAN INTERNET

KAB. SERDA} KAB. MAMBERAMO RAYA
KAB. MERAUKE
KAB. TOJO UNA-UNA
KAB. LUWU UTARA
KAB. TANA TORAJA
KAB. KEPULAUAN SELAYAR
KAB. GOWA
KAB. MUNA
KAB. SERAM BAGIAN TIMUR

KAB. BURU SELATAN




KESIMPULAN

Tidak ada daerah yang memiliki kerawanan rendah baik di provinsi maupun kabupaten/kota;
Terjadi peningkatan jumlah daerah dengan kerawan tinggi pada semua isu yaitu:

Aspek Pandemi (dari 50 menjadi 62 kab/kota atau meningkat 24%),
Hak Pilih (dari 66 menjadi 133 kab/kota atau meningkat 101%),
Politik Uang (dari 19 menjadi 28 kab/kota atau meningkat 4/%), dan
Jaringan Internet (dari 67 menjadi 81 kab/kota meningkat 21%);

Peningkatan jumlah daerah yang rawan tinggi disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang tidak
melandai, proses pemutakhiran daftar pemilih yang belum komprehensif, peningkatan
penyalahgunaan bantuan sosial, dan penggunaan teknologi infromasi yang meningkat namun
tidak disertai penyediaan perangkat serta peningkatan sumber daya penyelenggara pemilihan;

Kerawanan tingqgi pada provinsi yang menyelenggarakan pilgub dikontribusi oleh kerawanan
pada dimensi konteks sosial-politik, penyelenggaraan pemilu bebas dan adil, kontestasi, dan
partisipasi. Isu pandemi Covid-19 turut memperparah kerawanan:

Peningkatan kerawanan terjadi karena minimnya kepedulian para pihak terhadap pelaksanaan
protokol kesehatan dan kepatuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.



REKOMENDASI

Penyelenggara pemilihan, pasangan calon, tim kampan
menerapkan protokol kesehatan secara disiplik
melaksanakan pemungutan dan per

Penyelenggara pemilihan, pemeti
Covid-19 berkoordinasi C
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